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DOKTRIN PERTAHANAN DALAM MEWUJUDKAN KEAMANAN
MARITIM: PERSPEKTIF POSMODERNISME

DEFENSE DOCTRINE IN ACTUALIZING MARITIME SECURITY:
POSTMODERNISM PERSPECTIVE
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Kata kunci: perspektif posmodernisme, p
determinan internasional, doktrin, revitalisasi.

Abstract - Changes in the international system is switched from the classical perspective towards the
perspective of postmodernism lead to a change of knowledge and the meaning of security.
Traditional issues that previously received less attention nowadays become more focused through
this perspective. The focus of posmodernism remodels the existed perspective, which is directed at
the individual security, causing a shift in military doctrine which was applied during the Cold War.
New power is emerging in Asia-Pacific by building a world maritime fulcrum directly involve
Indonesia that spawned the shaft of the maritime policy. Maritime fulcrum policy is a new good, but

' Penulis adalah Letkol Czi Safril Hidayat, psc, M.Sc di bidang Defence and Strategic Studies dari University of
Madras. Saat ini sebagai Kandidat Doktor llmu Hubungan Internasional Pascasarjana FISIP Unpad. Lulusan
Akademi Militer tahun 1995. Mengikuti Seskoad di Defence Services Staff College, Wellington, India, dan
Selapa di USAES, Missouri USA. Saat ini berdinas di Makostrad sebagai Pamen Denma Kostrad.
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when seen further back is the initial momentum that can be used as a foothold to its triumph as a
maritime country has experienced in the past history of Indonesia. Five pillars are disbursed in
- support of maritime fulcrum requires a strong maritime defense to ensure maritime security and
territorial sovereignty. Safety orientation changes with regard determinants of domestic and
international of the maritime dimension must be offset by changes in the doctrine that will produce
cultural and maritime governance structures. Maritime fulcrum is the right choice amid the need to
increase the capacity of the state in maintaining its soverelgnty amid a shift in the meaning of
sovereignty due to globalization. Maritime_ ' _needs revitalisation of defense
doctrine that combines three dime igevernments and entities
outside the country in realizing. ' '

Keywords: postmodernisi
international determingl

Pendahuluan

Keamanan (
hubungan
pemikiran |
sebagai aj
Idealisme
individu

memandang |
negara seperti te
norma dan hukur i imi i | gara
untuk bekerja sama. \ is, ideali alis kan oleh
ilmuwan ilmu hubungan i : |
pandangan klasik tersebut sktivis, teori kritis,

feminisme, dan posmodernis.” Dalam artikel ini penulis menyoroti tentang pandangan

posmodernisme khususnya berkaitan dengan keamanan maritim.

Posmodernisme merupakan sebuah teori yang memberikan penolakan terhadap
gagasan-gagasan klasik sehingga perspektif posmodernisme bagaikan wadah bagi
pandangan yang menolak mainstream yang ada. Jackson & Sorensen menyatakan bahwa
posmodernisme adalah suatu paham yang menolak anggapan tentang realitas,

kebenaran, dan pemikiran, bahwa ada pengetahuan yang terus meluas tentang dunia

*R. Jackson & George Sorensen, Introduction to International Relations, (Oxford: Oxford University Press,
1999).
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manusia. Dengan demikian teori posmodernisme merupakan wujud dari sebuah

perlawanan atau pendobrak dari pendekatan-pendekatan tradisional yang ada.

Pandangan posmodernis tentang keamanan internasional mengalihkan fokus
keamanan dari negara kepada individu. Pandangan posmodernis ini mempengaruhi

hubungan internasional, atau sebaliknya al yang monoton telah

melahirkan pandangan posmod
lain-lain dalam hubunga
mengalami perubaha

(1991), Glasnost dap

menghadapi
batas fisik te
tentang kekin

makna dan deko

selayaknya disesua kebijakan poros maritim.-

Kerangka Teoretis
Perspektif Posmodernisme

Perspektif posmodernisme memiliki konsep tenan orisinalitas gagasan, yang dalam hal
ini menurut Friederich Nietzsche bahwa manusia harus menjadi penafsir orisinal sehingga
membuat manusia harus bersifat skeptis" ‘Eerhadap suatu hal yang ada. Skeptis
dikarenakan kebenaran dalam sebuah pengetahuan yang ada merupakan suatu hal yang
relatif atau bahkan tidak ada. Dengan kata lain, kebenaran hanyalah suatu hal yang
dibentuk oleh seseorang yang memiliki power, “There is no truth but power, who hold the

power he is able to create the truth and justice”.’

* Maudemarie Clark, Nietzsche on Truth and Philosophy, (New York: Cambridge University Press,1990).
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~ Dalam perspektif posmo, pendekatan genealogi menyatakan bahwa segala
- sesuatu yang kita yakini merupakan sebuah produk historis dari pengetahuan yang kita
ketahui sebelumnya. Ilmu pengetahuan tersebut merupakan sebuah produk dari
pemikiran seseorang yang memiliki power untuk membentuk pengetahuan (knowledge)

tersebut.* Genealogi mengkonstruksi fenom i _masa lalu dan mengkonstruksi

pemaknaannya untuk dijadikaps l_’aktek saat ini.
Posmodernisme memandaf
sehingga pengetah
hubungan deng i : N it

partial, partisa

Keb

Knowledge

interpretasi

diketahui

representasi
kehidupan kita se
politik.°®

be described and analyzed objectively”. Posmodernisme menganggap bahwa kondisi sosial
politik dunia memiliki perbedaan, keberagaman atau kelainan antara satu dengan lainnya.
Teori ini melakukan dekonstruksi terhadap arus-arus besar (mainstream) paradigma

pengetahuan sehingga paradigma tersebut dijadikan sebagai arus kecil dalam paradigma

%S, Burchill, A. Linklater, R. Devetak, J. Donnelly, M. Paterson, C. Reus-Smit, & J. True, Theories of
International Relations 3rd ed, (New York: Palgrave Macmillan, 2005).

> Ibid.

® Bleiker, R, "Popular Dissent, Human Agency and Global Politics”, dalam S. Burchill, A. Linklater, R. Devetak,

J. Donnelly, M. Paterson, C. Reus-Smit, & J. True, Theories of International Relations 3rd Edition, (New York:
Palgrave Macmillan, 2000).

74 Jurnal Pertahanan Agustus 2015, Volume 5, Nomor 2




o yang ada. Hal ini berkaitan dengan suatu aspek dimana posmodernisme percaya bahwa

sebuah knowledge merupakan suatu yang dibentuk oleh power. “Power and knowledge

are mutually supportive; they directly imply one another”.’

Metode dekonstruksi secara radikal menggoyahkan konsep-konsep yang stabil

dan konsep-konsep kontranya, atau “general

setting what are taken to

be stable concept and conceptug ' : truksi mencoba
untuk membongkar suat '
tentang konsep terseb
dalam segala aspelt

lembaga.

pakar yang
pandangan |z
merupakan
dekonstruksi

pada meaning « keamanan ma

selama ini telah b kan dlbahas»*@ada paragrafrfbeF u"i'ﬂya

Militer Posmodernisme

Perang Kosovo dapat dinyatakar rnya pandangan

Posmodernisme.® Selanjutnya Moskos et. anya menemukan bahwa
telah terjadi lebih dari 50 konflik pasca runtuhnya era Perang Dingin.® Perang
kontemporer selanjutnya menimbulkan dinamika baru dimana sangat jarang terjadi
perang antar negara, namun meningkatnya perang dalam negara yang dapat berakibat

fatal runtuhnya suatu negara.'® Kebenaran klasik yang selama ini bertahan seperti

7 Colin Gordon (Ed.), Power/Knowledge. Selected Interviews and Other Writings 1972-1977 Michel Foucault,
(New York: Pantheon Books, 1980).

® Charles C. Moskos et al, Militer Pasca Perang Dingin, Militer Posmo: Seri Kajian Sosiologi Militer, Terjemahan
Syamsul Maarif, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010, him.10.
? Ibid., him. 435-439.
'° Ibid., him. 5.
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nasionalisme, kedaulatan, peran militer mulai bergeser. Bahkan, muncul pertanyaan
- tentang kebenaran lama tersebut. Semakin sedikit penguasa yang ditaati sepenuhnya
oleh penduduknya, munculnya peran paham kemanusiaan (humanitarianism), pluralisme,

fragmentasi, heterogenitas, dekonstruksi, permeabilitas, dan ambiguitas merupakan

1

kenyataan yang dihadapi dalam era posmoderni

Fenomena di

organisasional egara-bangsa. Pan

kelompok menurut Mos_kqs et.

kelompok p

Te
adalah mi
pada era |
diantaranya
Blocks War)

diciptakan ole

akademik di akhir 199
dilupakan." Awal tahun 19
terorisme, bom jalanan, virus, isu Sehingga menimbulkan

ambigu.

Pandangan di atas lahir dari pemaknaan yang berbeda tentang konflik, resolusi
konflik yang berimplikasi kepada doktrin militer. Pengaruh pemikiran posmodernisme

yang mendobrak pemikiran klasik menghasilkan konsep baru operasi militer. Bentuk

" Ibid., him 3-7.
" Charles Krulak, “The Three Block War: Fighting in Urban Areas”, Jurnal Vital Speech of the Day, Vol. 64.No.
5, 15 Desember 1997, him. 139-141.

" James N. Mattis dan Frank Hoffman, "Future Warfare: The Rise of Hybrid Wars”, 2005, dalam
http://www.usni.org, diunduh pada 16 Juni 2015.

" David L. Buffaloe, "Defining Asymmetry Warfare", the Land Warfare Papers, No. 58 September 2006,
(Virginia: The Institute of Land Warfare, 2006).
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i ancaman dan tantangan yang diprediksi dewasa ini merupakan kelanjutan dari pemikiran

posmodernisme terutama dengan bubarnya bipolaritas Perang Dingin. Pendekatan
genealogis dan dekonstruksi ini melahirkan pula alternatif baru tentang kebijakan maritim
sebagaimana yang telah dilakukan oleh Cina (Maritime Silk Road). Kebijakan AS yang mulai

mengarah ke Kawasan Asia Pasifik khususnya Inya kekuatan ekonomi dan

militer Cina, dan munculnya rezi sahwa dunia mulai
melihat maritim sebagai is

menimbulkan konflik bi

1gan baik.

Keamanan Maritify itif Posmodernisme

Boje et. al
kebangkruta
dengan Coope
postmodern
Byrne dalam
lembaga peng
penyediaan la
kepentingan, keter

manajemen yang di

Dia menekankan nilai rekayaa tlang.. pe D de ebaga yang dimulai
dengan ibarat selembar kertas benar-benar bersih dan menciptakan kembali sebuah
organisasi dari awal tentang kerangka kelembagaan maritim pembuat kebijakan. Dengan
demikian maka pengelolan merupakan jantung dari pemerintahan maritim. Pendapat
Byrne memiliki relevansi dengan kekinian dalam pengelolaan yang dilakukan oleh

pemerintahan maritim.

" Madan Sarup, Posstrukturalisme dan Posmodernisme: Sebuah Pengantar Kritis, Terjemahan Medhy Aginta
Hidayat, (Yogyakarta: Jendela, 2007).

'® Michael Roe, Maritime Governance and Policy-making, (London: Springer, 2013), hlm.356.
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Dari kerangka teoritis tersebut maka dalam mewujudkan kebijakan poros maritim

- tidak terlepas dari doktrin pertahanan maritim guna menjaga keamanan maritim.
Perubahan knowledge dan meaning atas doktrin perlu dilakukan sehingga menghasilkan

organisasi militer yang dapat menciptakan keamanan maritim yang selanjutnya menjadi

tidak hanya aktor nega
sama pentingnya de#;

keamanan maritim

Sumber: Dari berbagai sumber teori
diguna

g.dikolaborasikan oleh pemulis berdasarkan teori yang
kan dalarr

Kebijakan Poros Maritim Indonesia

Indonesia merupakan salah satu negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara dengan
jumlah 17.499 pulau. Dua samudera dan dua benua mengapit Indonesia yaitu Samudera
Pasifik dan Samudera Hindia serta Benua Asia dan Benua Australia dengan luas perairan
Indonesia mencapai +5,9 juta kilometer persegi dan panjang garis pantai +81 ribu
kilometer. Potensi maritim Indonesia demikian variatif seperti industri bioteknologi

kelautan, perairan dalam (deep ocean water), wisata bahari, energi kelautan, mineral laut,
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~ pelayaran, pertahanan, serta industri maritim, yang dapat memberikan kontribusi besar

bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia sesuai amanat UUD 1945 pasal 33.
Indonesia menempati peringkat ketiga terbesar dunia dalam produksi perikanan di bawah
China dan India. Perairan Indonesia menyimpan 70% potensi minyak karena terdapat

kurang lebih 40 cekungan minyak yang berada di a'nonesia dan hanya sekitar 10%

(Landas Kontinen, ZE
Landas Kontinen),
(ZEE, Landas Ka
Kontinen), Timg

Kontinen). Per

Kebij
dapat menj
Sebagaimana
dan X1V, Bante
Sutra Internasion
maritim  Indonesié
infrastruktur dan kog

pertahanan maritim. dkat ini penuli ' vitalisasi

yang berorientasi maritim. Kebijak QI jpakan terobosan baruy,

juga menimbulkan tantangan baru terhadap kedaulatan negara Indonesia.

Bila dilihat dari perspektif posmodernisme maka kebijakan pemerintah dengan
poros maritim adalah merupakan pendekatan posmomodernisme yang merubah
knowledge dan makna keamanan yang tidak hanya berorientasi daratan maupun ruang
udara. Sebagaimana yang berlaku pada era perang dingin persepsi terhadap ancaman
yang mengarah pada perebutan daratan dan diutamakannya isu militer tradisional.

Dengan demikian apa yang dikatakan oleh Moskos et. al sebagai organisasi posmodern

7 “Menuju Indonesia sebagai Negara Poros Maritim”, dalam http://setkab.go.id/, diunduh pada 26 Juni 2015.
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pertahanan maritim dalam konteks Indonesia dan dikolaborasikan dengan pendapat
Byrne dan Foucault terhadap doktrin pertahanan khususnya mewujudkan keamanan

maritim yang akan diulas dalam tulisan di bawah ini.

Determinan Domestik dan Determinan Internasional dalam Pembuatan Kebijakan
Pertahanan " e

Kondisi internal dan kebutu: determinan luar

negeri dan determinar bijakan luar
negeri suatu neg
keputusan yang

maritim. Neg

Determina

internasion

eksternal

sepenuhnya kebenaran kepentingan ri yang harus didahulukan.
Determinan domestik dan luar negeri tersebut akan diuraikan pada paragraf-paragraf di

bawah ini.

"® Howard H. Lentner, Foreign Policy Analysis: A Comparative and Conceptual Approach, (Ohio: Charles E.
Merrill Publishing Company, 1974), him. 105-171.

¥ Mohtar Mas’oed, Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi, (Jakarta: LP3ES, 1996).
** Howard H. Lentner, op.cit, hlm. 51-70.

" Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan M. Yani, Pengantar llmu Hubungan Internasional, (Bandung:
Remaja Rosdakarya, 2005), him. 56.
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= _ Determ_inan Domestik

Kebijakan poros maritim dan tol laut merangkum 24 pelabuhan yang terdiri dari 5
pelabuhan sebagai hub port (pengumpul) (Pelabuhan Belawan/Kuala Tanjung, Pelabuhan |
Tanjung Priok/Kalibaru, Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Makassar, dan Pelabuhan

Bitung), dan 19 pelabuhan feeder port (pe

Emas, Pontianak, Banjar
Tanau/Kupang, Panto

Keseluruhan pelabuifz

AL. Hal ini membe | doktrin keaman

Demikian ban / telah disusu

proporsional d

nbaga yaitu K

it o

:'. T i i e LR e ME;” 5
Pertahanan, Keme ungan, Kementerian ESDM, Kementerian

Ekonomi Kreatif, Kemn

Kehutanan, Kementeria | . : nterian

(sovereignty) di Perairan Indonesia, yang wilayahnya terdiri dari Perairan Pedalaman,
Perairan Kepulauan dan Laut Teritorial Indonesia. Guna menjaga kedaulatan itu dewasa ini
pengayaan kekuatan (power enhancement) dilakukan dengan meningkatkan SDM, alut
sista, teknologi informasi dan sebagainya guna menjaga teritorial tersebut. Dilain pihak,

TNI AL masih membutuhkan lebih banyak kapal dan anggaran dalam melaksanakan

* Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub Bobby R. Mamahit, “Kemenhub: Tol Laut Libatkan 24 Pelabuhan di
Seluruh Nusantara”, 2015, dalam http://jurnalmaritim.com/, diunduh pada 16 Juni 2015.

* “Panglima TNI: Angkatan Laut Tentukan Poros Maritim”, dalam
http://www.antaranews.com/nasional/umum, diunduh pada 20 Juni 2015.
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tugasnya menjaga kedaulatan di laut mengingat selama ini penambahan alusista kapal

masih relatif kecil.

Dalam Doktrin TNI AL yang diterbitkan tahun 2001, kata maritim diartikan

berkenaan dengan laut atau berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan. Kata

alam yang

maritim

sesunggu L udara a

mentaati
pesawat

melintas di

dengan dinamika yang terus bergerak dan pendulum yang bergetar (dynamic equilibrium)

maka lawan menjadi absurd dan tidak tergambar secara fisik dengan jelas. Doktirn yang
telah digunakan selama era perang dingin sehingga menjadi struktur militer yang tepat
pada masa itu telah menjadi kultur di masa sekarang. Dengan demikian doktrin dan
struktur yang ada dewasa ini selayaknya ditinjau ulang guna melahirkan kultur baru, yaitu

kultur maritim.

Gagasan Poros Maritim Presiden Joko Widodo selaras dengan gagasan Jalan Sutra

Maritim Presiden Tiongkok, Xi Jinping. Jalur Sutra Maritim merupakan upaya untuk
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fnenghubungkan pelabuhan-pelabuhan di Tiongkok bagian tenggara dengan negara-
negaré ASEAN melalui Selat Malaka, negara-negara di Asia Tengah (Srilangka,
Bangladesh, India, Maladewa, Pakistan) melalui Samudera Hindia, dan negara-negara di
Timur Tengah hingga Eropa Selatan melalui Laut Merah dan Laut Mediterania, yang

akhirnya bertemu dengan jalur sutra darat di E oah. Melihat kebijakan tersebut

asis maritim.

negara-

Bangladesh,

gairah meneri

Nega
rencana besa
menyatakan
kawasan Indo _
Amerika Serikat |
adidaya (superpower),
dari keramaian yang té

perhatian serius.

Sengketa teritorial di Laut Cina
ASEAN (Malaysia, Vietnam, Filipina, dan Brunei Darussalam) dengan Tiongkok, yang
dalam tahun-tahun belakangan ini kembali memanas, adalah salah satu persoalan yang
perlu dipertimbangkan dalam keamanan poros maritim. Meskipun bukan menjadi bagian
dari negara yang bersengketa, Indonesia perlu menjadi bagian dari pencarian solusi damai

atas masalah tersebut.

* “Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia yang Maju dan Mandiri”, dalam
http://www.bakosurtanal.go.id/, diunduh pada 20 Juni 2015.
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Selain itu, Indonesia “terkepung” di tengah-tengah US Pacific Development. AS kini
- memiliki 13 pangkalan militer yang terletak di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara,
seperti Christmas Island, Cocos Island, Darwin, Guam, Filipina, Malaysia, Singapore,

Vietnam hingga kepulauan Andaman, Nicobar, dan lain-lain.

Doktrin Pertahanan Terpadu

Sesuai Undang-Unda g, tugas TNI
dan masing-masing?"
doktrin oleh TN
Kartika Eka Pal
Bhuana Pak;
dalam ne
keutuhan
digolongka
negeri dang
ancaman
penguasaan &

menurut pemi

memang diperlu

fundamental yang memberi arah bagi pengelolaan sumber daya pertahanan. Konsepsi
pertahanan negara memerlukan doktrin pertahanan negara sebagai pedoman atau
penuntun. Hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta
yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga

negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri.

Selanjutnya dijabarkan dalam Doktrin Pertahanan Negara yang merupakan prinsip-

prinsip dasar yang diyakini kebenarannya, digali dari nilai-nilai perjuangan bangsa dan

* Doktrin Pertahanan Negara, 2014.
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- pengalaman masa lalu untuk dijadikan pedoman/ajaran dalam mengembangkan konsep

pertahanan dan keamanan negara. Kedudukan dan Stratifikasi Doktrin Pertahanan
Negara berada pada tingkatan strategis berskala nasional guna pengelolaan sistem

pertahanan negara.

Doktrin Pertahanan Negara ber instrumen dasar dalam

mengembangkan seluruh doktr negara. Pada
pengelolaan sistem dan pe h
dengan level dan peng

dalam suatu kesat

telah dinyataka ' an matra saat in

rasi militer selain pera

ini tentu saja
selayaknya k
dan memiliki jari
internasional dalk

kedaulatan teritori _

Doktrin Pertahaia 4 la tingkat: Do Dadar bagi
semua doktrin yang berhubu . ggung jawab
penyusunan Doktrin Pertahanan Neg %] dan kewenangan
Kementerian Pertahanan. Pada strata di bawah yn rpedoman pada Doktrin Dasar
terdapat Doktrin Induk yang meliputi Doktrin Pertahanan Militer dan Doktrin Pertahanan
Nirmiliter.”® Doktrin Pertahanan Militer dirumuskan dan dijabarkan oleh Mabes TNI
menjadi Doktrin Tri Dharma Eka Karma (Doktrin Tridek). Doktrin Pertahanan Militer
berlaku bagi TNI dan komponen penggandanya. Doktrin-doktrin yang bersifat kematraan
berinduk pada Doktrin Pertahanan Militer. Doktrin Pertahanan Militer dikembangkan

pada strata Doktrin Pelaksanaan. Doktrin Pelaksanaan pada lingkup pertahanan militer

merupakan doktrin-doktrin pada tingkat matra. Doktrin matra terdiri atas Doktrin

2 Ibid. him. 14.
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Pertahanan Militer Matra Darat yaitu Doktrin Kartika Eka Paksi; Doktrin Pertahanan
- Militer Matra Laut yaitu Doktrin Jalesveva Jayamahe; sedangkan Doktrin Pertahanan

Matra Udara yaitu Swa Bhuana Paksa.

Doktrin Pertahanan Nirmiliter dirumuskan oleh Kementerian Pertahanan beserta

seluruh Kementerian/Lembaga terkait tegis Pertahanan Nirmiliter

Dwi Bhakti Eka Darma. Penjab peran dan fungsi-

fungsi nirmiliter serta nirmiliter.

Doktrin pada lingku : g aksanaan

sesuai dengan k am hal tersebut seflap fungsi pemerint

pertahanan ibuat doktrin pelgﬁ;

menginduk pe

Mili
kepentingz
terluar sef

berbagai

ancaman,

bipolaritas

tercermin d

termasuk did oktrin  masing -masin ‘
memungkinkan df

maritim.

menwa, aparatus sipil negara, dan entitas negara lainnya. Sangat jarang dilibatkan entitas

luar negara dalam mewujudkan operasional yang komprehensif. Kecenderungan yang
terjadi besarnya keinginan untuk mendominasi sebuah OMP oleh militer (sipil dibawah
militer), dan rendahnya kepercayaan diri sipil memimpin militer (supremasi sipil). Hal ini
tentunya memerlukan pemaknaan ulang dan dijadikan pengetahuan oleh penguasa yang
memiliki power untuk merubahnya sesuai konteks kekinian. Besarnya ancaman nirmiliter
tentunya lebih berat dihadapi bila dibandingkan dengan ancam militer. Namun ancaman
militer dewasa ini demikian kecil selain itu legalitasnya juga sering menimbulkan polemik

(kasus Suriah, Libya, Kongo, Sudan, Somalia, Timor Leste dan sebagainya). Sebaliknya
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~_ ancaman nirmiliter justru besar dengan segala modusnya terutama melalui perpanjangan

tangaﬁ baik yang didukung negara maupun perpanjangan tangan agen asing di pihak
lokal.

Ancaman adalah setiap usaha dan keglatan baik dari dalam negeri maupun luar

negen yang dinilai membahayakan kedaulz

uhan wilayah negara dan
keselamatan segenap bangsa. afmyata, berbentuk
separatis bersenjata, terori

alam seperti illegal fishing dan illegal mr‘rﬁ'ng serta \ aman

potensial merupak kaktu dapat timbul s

perbatasan, disit gsa, konflik ant n, keresahan so

s

penggantian id asila, dan sebagaifiyéi

Anca
agresi (invas
unsur kekua
bersenjata),
lain, pembero
udara yurisdiksin
berdimensi ideolos

legislasi).”

dan struktur yang telah bertahan ; n S#Poros maritim
tentunya semakin memerlukan revitalisasisdektrin yang selamasif elah berlaku. Dengan
demikian personel yang mengawakinya semakin mantap bersinergi menghadapi

kebijakan poros maritim yang tidak ringan.

Tujuan militer tradisional adalah mengalahkan kekuatan militer lainnya.
Perimbangan kekuatan militer secara fisik menjadi sorotan utama seperti alutsista,
senjata nuklir, jumlah personel, sehingga cenderung membentuk koalisi atau aliansi.
Perang merupakan jalan yang ditempuh dalam mencapai kepentingan nasional. Kekuatan

militer pada era Perang Dingin umumnya bertumpu pada kekuatan militer darat (Army)

*7 Ibid., him. 24-39.
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memerlukan sudut (angle) yang berbeda dari perspektif maritim. Tujuan militer tradisional
dalam hal ini bukan berarti diabaikan, namun tujuan-tujuan tersebut menjadi lebih kecil
posinya bila dibandingkan tujuan-tujuan yang selama ini diasumsikan sebagai tujuan
nontradisional seperti ekonomi, budaya yang dimana pada masa Perang zdingin disebut

low politics. Kedaulatan negara bahkan secarz tidak terganggu namun secara

ekonomi bisa saja hancur sepertisy ara pada 1997-1999

dimana Indonesia sendiri
dihadapi dengan ujui : ' latannya

fisiknya berapa.

pasukan dan
memiliki poten

pengetahuan dan pengt Lk sama
yang dilakukan denga oktrin yang

menyatukan antara matra-aparat

Dalam hubungan internasional maka entitas ilar negara dan bangsa adalah aktor
individual, lembaga, atau institusi, rezim-rezim ekonomi, budaya, dan sebagainya.
Kebijakan yang dilakukan dalam mengelola maritim di Indonesia merupakan produk
dangkal yang perlu diperdalam sehingga mengoptimalkan peranan entitas di luar negara

dan bangsa.

Peranan para pelaku dagang yang menggunakan alur laut dan maritim Indonesia
bukan tidak mungkin suatu saat akan menjadi sumber perekat kerja sama dan koordinasi
yang baik dalam kepentingan keamanan maritim. Hal ini telah terwujud dalam dimensi

penanggulangan bencana korban pesawat Air Asia MH-370 dimana maskapai ini mampu
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. merangkai kerja sama militer antar negara. Sejatinya militer tersebut tidak dapat bekerja

| sama tanpa otoritas dari negara. Namun panggilan kemanusiaan atas korban kecelakaan
tersebut sekali lagi membuktikan terjadinya kerjasama antara sipil dan militer, tidak
adanya perbedaan antara pendukung dan kelompok tempur, dan sekaligus membuktikan

bahwa isu OMSP lebih mengena dibandingkan OMP._

Kultural dan struktural mari antara otoritas

sipil dan militer yang bero an poros

maritim. Semua pihakg

strategi institusinyas

kebijakan maritigh dan mengelola

kepada pemerintah ur

konstitusi dan Ar

legitimasi seb
upaya bela neg
soliditas kekug
nirmiliter yan;
kemampuan i

Jenderal Soedir

badan di luar tentai

Internasionalisasi kekuatan mf p- Derpedoman pada

politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Tujuan ideal politik luar negeri Indonesia dalam
pembukaan UUD 1945 tidak dapat dikesampingkan. Tujuan politik luar negeri Indonesia
dalam pembukaan UUD 1945 adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pemerintah Negara
Kesatuan Republik Indonesia selama ini telah melaksanakan hubungan luar negeri dengan
berbagai negara dan organisasi regional maupun internasional. Pelaksanaan kegiatan

hubungan luar negeri, baik regional maupun internasional, melalui forum bilateral atau

= Diucapkan dihadapan Konferensi Tentara Keamanan Rakyat pada tanggal 12 November 1945 bertempat di
MT-TKR Yogyakarta.
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multilateral, diabdikan pada kepentingan nasional berdasarkan prinsip politik luar negeri
yang bebas aktif. Politik Luar Negeri dilaksanakan melalui diplomasi yang kreatif, aktif,
dan antisipatif, tidak sekedar rutin dan reaktif, teguh dalam prinsip dan pendirian, serta

rasional dan luwes dalam pendekatan.

Maka internasionalisasi militer Ind; ' ebijakan poros maritim adalah

berorientasi kerjasama deng idak bertentangan
' g Yerjadi di laut.
Pulau-pulau Indon
persinggahan a ;
dalam doktrin/n
berpikir OM

Ker
terbangun

matra ini ¢

Kesimpulan

Indonesia harus an maritim di

Indonesia juga harus pe . ermasalahan
keamanan maritim kawasan
karena jika permasalahan keamanan marit sbuttidak tertangani dengan baik maka

akan berimplikasi juga terhadap Poros Maritim Indonesia.

Munculnya kelompok yang optimis dan pesimis dalam konteks Indonesia terhadap
perubahan tersebut tidak perlu mengurungkan niat untuk menjadikan Indonesia sebagai
negara maritim. Militer dengan segala kepentingan pertahanannya dan sebagai organisasi
posmodern yang solid dan mapan dibutuhkan peranannya dalam bersinergi dengan
aparatur sipil. Namun di sisi lain, militer juga menghadapi minimnya pandangan sebagian
masyarakat akan ketakutan merambahnya militer seperti halnya yang terjadi pada masa

lalu. Kultur militer semakin disempurnakan dengan adanya paradigma maritim sehingga
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budaya selalu di depan, dominasinya mulai dikurangi di tengah maraknya tuntutan

supremasi sipil dan peran entitas di luar negara. Namun perlu diingat bahwa budaya
militer sekalipun tidak lagi mendominasi, militer tetap melihat, mengamati, dan
menganalisa perubahan tersebut guna menjaga utuhnya NKRI sebagaimana adagium “old

sodiers never die, they just fade away.” Hal ini D salah satu tulang punggung

negara dalam menjaga kedaulatan )
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